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A. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
1. Definisi Pemberdayaan  
Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan 
(empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau 
keberdayaan). Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya 
yang artinya tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan 
memperdayakan. Pemberdayaan merupakan upaya yang membangun 
daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan 
kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya untuk 
mengembangkannya.  Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan 
kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, 
kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada 
dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika 
kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi 
dengan cara apapun. (kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. 
Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, 
melainkan dinamis.12 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusunya 
kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 
mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 
kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber 
produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 
pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka 
 
12 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 




perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-
keputusan yang nmempengaruhi mereka. 
Menurut Ife sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa 
pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-oramg 
yang lemah. Menurut Parsons sebagaimana ditulis oleh Suharto 
menjelaskan  bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana 
orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai 
pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta 
lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 
menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan 
kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 
kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut 
Swift dan Levin sebagimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa 
pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.13  
Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 
Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian 
kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok 
lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 
masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, maka 
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai 
oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 
ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu 
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 
dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 
kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali 
digunakan sehingga indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai 
sebuah proses.14 
 
13 Ibid., hlm. 58 
14 Ibid., hlm. 59 
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Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI 
Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang 
dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan 
pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sehinga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh 
dan mandiri.15 
Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan 
atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan 
kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu berdiri. Upaya 
tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam 
mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru 
yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. 
Konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada 
keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan 
masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep 
pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan 
melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya 
yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah 
untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai 
bidang.16 
 
2. Konsep Pemberdayaan Pendampingan 
Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu 
proses pemberian kemudahan  yang diberikan pendamping kepada 
klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah 
serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan 
keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.17 Pendampingan 
merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program 
 
15 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah, Bab 1, Pasal 1 
16 Oos M. Arwas, Pemberdayaan Masyarakat di era global, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52 
17 Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pedamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma 
center, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hlm. 4 
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pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu 
orang.  
Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan kegiatan yang 
diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin 
secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya 
kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan 
dengan sasaran penerima bantuan. Pendampingan sebagai strategi 
pemberdayaan dapat dilakukan melalui: 
a. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 
Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui 
pendidikan dasar, sedangkan untuk masalah ketrampilan bisa 
dikembangkan melalui cara-cara partisipasif. Sementara 
pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman 
mereka dapat kombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. 
Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan 
sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan 
ketrampilan dan keahlian mereka sendiri. Pelatihan merupakan hal 
penting karena dapat meningkatkan kreatifitas dan wawasan pelaku 
Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga bisa mengembangkan 
usahanya. Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan 
pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar seseorang 
semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan semakin baik sesuai standar.18 
b. Mobilisasi Sumber Modal 
Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh 
kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro 
modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi 
baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam 
prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan 
 
18 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002), hlm 82 
17 
 
produktivitas dan output.19 Menurut Munawir modal merupakan 
suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang 
umumnya berbentuk dana aset atau utang.20 
Mobilisasi sumber modal merupakan sebuah metode untuk 
menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler 
dan dari berbagai sumber lain. Ide ini didasari pandangan bahwa 
setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat 
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara subtansial.21 
 Tujuan Pendampingan yaitu: 
a. Memastikan bahwa ada perubahan yang konkret 
b. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk 
menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani 
masalah. 
Sebuah usaha perlu didampingi karena mereka merasa tidak 
mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping 
adalah mendampingi. Dikatakan mendampingi karena yang 
melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. 
Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana 
memecahkan masalah mulai dari tahap mengidentifikasi 
permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada 
implementasinya. 
Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping hanya 
sebatas pada pemberian alternatif-alternatif yang dapat 
diimplementasikan. Pendamping dapat memilih alternatif mana yang 
sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas 
memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat 
yang logis. 
 
19 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2000), hlm. 17 
20 S. Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004), hlm. 17 
21 Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Bina 
Rena Pariwaram 1997), hlm. 79 
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Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program 
penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup 
dua peran utama, yaitu:22 
a. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian 
motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa 
tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, 
melakukan mediasai dan negosiasi, memberikan dukungan, 
pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. 
b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi 
masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan 
pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan 
kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan 
konfontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah 
beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. 
 
3. Konsep Pemberdayaan Pembinaan 
Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.23 Pembinaan 
adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan 
tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan 
berhasil guna dengan baik. Menurut Helmi pembinaan adalah segala 
hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan 
dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur 
dan terarah.24 Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari 
seseorang atau kelompok yang ditujukan kepada orang atau kelompok 
orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat 
mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang 
diharapkan.25 Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa dalam 
 
22 Edi Suharto, Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat, (Bandung: Refika 
Aditama, 2000), hlm. 200 
23 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2001) 
24 Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, (Semarang: Toha Putra, 1973), hlm. 32 
25 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144 
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pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, 
dan tindakan pembinaan. Berikut tujuan pembinaan yaitu: 
a. Untuk mengembangkan keahlian. 
b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat 
menyelesaikan pekerjaannya secara rasional. 
c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 
kerjasama dengan teman-teman pegawai. 
Menurut Mathus terdapat empat tingkatan pokok dalam kerangka 
kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis yaitu:26 
a. Mengatur strategi, manajer Sumber Daya Manusia dan pembinaan 
harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk 
menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis 
pada rencana bisnis strategis. 
b. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan 
untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil postif. 
Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari 
pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari 
pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan. 
c. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi 
dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan dan 
mengembangkan investasi-investasi pembinaan. 
d. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada 
tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinan tersebut. 
Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap 
ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan di masa depan. 
Menurut Mangkunegara komponen-komponen pembinaan terdiri 
dari:27 
a. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan 
dapat diukur. 
 
26 Mathis dan Johnson, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Salemba Empat, 
2009), hlm. 307 
27 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Refika 
Aditama, 2006), hlm. 76 
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b. Para pembina yang profesional. 
c. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 
tujuan yang hendak dicapai. 
d. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi syarat 
yang ditentukan. 
 
4. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 4 
prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
adalah sebagai berikut: 
a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan 
prakarsa sendiri; 
b. Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan; 
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 
pasar sesuai dengan kompentensi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM); 
d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM); 
e. Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 
terpadu.28 
 
5. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) Secara Ekonomi 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 
tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
secara ekonomi adalah sebagai berikut: 
a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
 
28 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah,  Pasal 4 
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b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri; 
c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 
pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan 
rakyat dari kemiskinan. 
 
6. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) 
Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan 
dalam: 
a. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ 
omzet/tingkat utilitas/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan 
pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia; 
b. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-
5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit 
bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan 
kemudian kredit (KUPEDES, KUK, KIK,KMKP, KCK, Kredit 
Mini/Midi, KKU); 
c. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik 
lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir 
(forward linkage), keterkaitan hulu-hilir (back linkage), modal 
ventura ataupun subkontrak; 
d. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik 
bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri 
Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh 




e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah teretntu lewat KUB 




1. Pengertian Strategi 
Pengertian strategi dalam kamus bahasa Indonesia adalah siasat 
perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang, 
rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 
khusus.30 Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 
manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka 
panjang. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 
(senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan 
sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di 
masa depan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 
perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program 
tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. 
  
2. Proses Strategi 
Proses strategi bermula pada maksud mendasar didirikannya suatu 
organisasi serta nilai-nilai organisasi yang diharapkan, yang 
dicerminkan sebagai visi dan misi organisasi. Kemudian proses itu 
dilanjutkan dengan penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan 
target-target spesifik. Berdasarkan hasil analisis strategi, dari eksternal 
maupun internal, dan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran 
organisasi yang telat ditetapkan, maka dirumuskan strategi yang 
diharapkan dapat mengkoordinasikan sarana dan kegiatan organisasi 
agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 
yang telah ditetapkan. Menurut David dalam sebuah strategi tentu ada 
sebuah proses adalah sebagai berikut: 
 
29 Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan, (Jakarta: 
Erlangga, 2010), hlm. 197 
30 Anando Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Alumni Surabaya, 2003), hal. 353 
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a. Perumusan strategi 
Perumusan dilakukan dengan proses penyusunan langkah 
kemajuan untuk membangun visi dan maisi organisasi, 
menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta 
merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam menyediakan 
customer value terbaik.  
b. Perencanaan tindakan 
Langkah untuk mengimplementasikan strategi yaitu dengan 
membuat perencanaan strategi. Dalam tahap ini bagaimana 
membuat rencana pencapaiam dan kegiatan yang benar-benar 
sesuai arahan dan strategi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini 
berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan yang harus dilakukan. 
c. Implementasi strategi 
Implementasi strategi merupakan proses dimana strategi 
dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan 
program, anggaran dan prosedur. Implementasi adalah kunci 
sukses manajemen strategi. Tahap ini adalah tahap yang paling 
sulit karena memerlukan komitmen dan kedisiplinan yang 
tinggi serta pengorbanan yang tinggi. 
d. Evaluasi strategi 
Tahap akhir dalam strategi yaitu evaluasi strategi. Terdapat 
tiga macam aktifitas untuk melakukan strategi yaitu: 
1) Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar 
strategi 
2) Mengukur prestasi dengan membandingkan realita dan 
harapan yang diinginkan.. 
3) Mengambil tindakan korektif, tidak berarti strategi yang 







3. Tingkatan Strategi 
Dalam pelaksanaan manajemen strategi, terdapat proses dan 
tingkat atau level dari strategi, yaitu: 
a. Strategi Jaringan 
Strategi ini dikembangkan dalam suatu grub organisasi bisnis 
untuk mencapai tujuan keseluruhan grub organisasi dan bukan 
tujuan dari masing-masing organisasi tunggal. Strategi jaringan 
mengkoordinasikan tindakan diantara persekutuan organisasi, 
terkadang ditemui strategi jaringan yang bersifat formal dan tegas. 
b. Strategi Korporat 
Strategi ini mempunyai dua fokus strategi yaitu 
menspesifikasikan industri dimana devisi bisnis dari organisasi 
akan bersaing, dan mengalokasikan sumber-sumber daya 
perusahaan untuk devisi bisnis itu sendiri. 
c. Strategi Bisnis 
Strategi ini merumuskan apa yang akan dilakukan, oleh siapa 
dan bagaimana pelaksanaannya, serta dari siapa proses tersebut 
ditetapkan perlu untuk dilaksanakan, dan mengapa sasaran suatu 
organisasi perlu di upayakan untuk dicapai. 
d. Strategi Fungsional 
Strategi ini di koordinasikan oleh strategi tingkat bisnis. 
Strategi fungsional merupakan strategi bisnis dalam beberapa 
bidang, seperti teknologi informasi, hubungan manusia, riset, dan 
pengembangan serta pemasaran. Masing-masing sub unit tersebut 
mengembangkan penilaian yang dilakukan lebih rinci, yang 
menjadi komitmen sumber daya yang lebih khusus dari strategi 
pada tingkat yang lebih tinggi. 
e. Strategi Individual 
Strategi ini adalah strategi yang mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh seluruh tingkat atau level strategi. Strategi 
individual merupakan usaha-usaha langsung individu,  baik dari 
25 
 
dalam maupun dari luar organisasi untuk melindungi dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka.31 
 
4. Aspek-aspek Manajemen Strategi 
Secara umum manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi 
yang dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan 
dilaksanakan, antara lain yaitu: 
a. Mengembangkan visi dan misi organisasi 
Setiap organisasi membutuhkan misi pernyataan mengenai 
maksud organisasi. Misi tersebut menjawab pertanyaan: apakah 
alasan kita untuk berada dalam usaha ini? Dan penting pula bagi 
manajer untuk mengidentifikasi sasaran terkni yang ada dan 
strategi yang sekarang digunakan. 
b. Mengatur tujuan organisasi 
Mengatur terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan organisasi 
itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya. 
c. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan 
 Para manajer perlu menyusun dan mengevaluasi berbagai 
alternatif strategi dan kemudian memilih strategi-strategi yang 
saling mendukung dan melengkapi serta strategi yang 
memungkinkan organisasi mampu memanfaatkan kekuatan dan 
peluang lingkungannya yang paling baik. 
d. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi 
 Setelah strategi dirumuskan, strategi juga harus 
diimplementasikan. Strategi akan tepat jika implementasinya juga 
tepat. Organisasi tidak akan berhasil jika strategi itu sendiri tidak 
diimplementasikan secara semestinya. 
e. Mengevaluasi hasil, memnitor perkembangan baru, dan membuat 
perbaikan dan penyesuaian strategi 
 Langkah terakhir yaitu mengevaluasi. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui seberapa efektif strategi telah dilaksanakan. Apapun 
 
31 Sofjan Assauri, Strategic Management: Sustainble Competitive Advantages, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 19 
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hasilnya, akan menjadi rekomendasi masukan perbaikan dan 
penyempurnaan strategi dan implementasi berikutnya. Penyesuaian 




1. Pengertian Pengembangan 
 Pengembangan merupakan upaya untuk mencapai enam tujuan 
yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan 
kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat, meningkatkan rasa 
tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, 
menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya 
sendiri, membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik 
wilayahnya, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat.33 Pengembangan adalah pembangunan yang bertumpu 
pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan 
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.34 Menurut Felmaan 
yang dikutip oleh Andrianisari pengertian pengembangan yaitu 
mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri 
sehingga berguna dalam produksi barang, melaksanakan pertumbuhan 
ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang dan 
konsumsi. Berikut tujuan dari pengembangan yaitu: 
a. Pertumbuhan sektor pertanian 
b. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu 
negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai 
c. Keadilan ekonomi, yaitu bagaimana pendapatan itu dibagi-bagi 
kepada seluruh penduduk 
 Dapat diambil kesimpulan pengembangan merupakan upaya atau 
metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan 
 
32 Ibid, hlm. 6 
33 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 72 
34 Ayub M. Padangaran, Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat, (Kendari: Unhalu 
Press, 2011), hal. 31 
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kebutuhan masyarakat secara individu maupun kelompok demi 
terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dalam 
menerapkan pengembangan yaitu dengan cara memberdayakan 
masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan 
dalam mengelola asset yang ada dalam masyarakat agar terciptanya 
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. 
 Pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat akan berhasil 
apabila strategi yang dilakukan pas dan sesuai dengan kondisi 
masyarakat sasaran yang bersangkutan. Terdapat beberapa strategi yang 
digunakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu: 
a. Direct Contact (Bertatap muka langsung dengan sasaran) 
 Metode ini menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk 
memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang 
minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan 
membuat mereka berfikir bahwa hal ini merupakan hal baik 
dan akan menguntungkan mereka sendiri dalam kegiatan 
ekonomi. 
b. Demonstrasi Hasil 
 Metode ini masyarakat mengerjakan apa yang mereka bisa 
kerjakan dengan cara-cara mereka sendiri dan diharapkan akan 
mencapai tujuan apabila mereka mengikuti cara-cara lama yang 
meraka telah kuasai. 
c. Demonstrasi Proses  
 Metode ini memperlihatkan kepada orang lain bagaimana 
mengembangkan sesuatu yang mereka kerjakan saat ini atau 
mengajari mereka dengan menggunakan alat yang baru. 
d. Paksaan Sosial 
 Metode ini merupakan strategi yang digunakan dengan 
cara-cara tertentuk untuk menciptkan suatu situasi yang 
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terpaksa agar masyarakat bersedia melakukan tindakan sesuai 
dengan yang dikehendaki.35 
 Terdapat beberapa langkah pelatihan yang harus dilakukan dalam 
pengembangan ekonomi masyarakat sebagai bekal masyarakat 
memasuki dunia usaha yaitu: 
a. Pelatihan usaha, melalui pelatihan usaha masyarakt diberikan 
pemahaman terkait konsep-konsep usaha dengan segala macam 
bentuk seluk beluk yang ada di dalamnya dengan tujuan dapat 
meningkatkan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah 
produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan 
efisiensi usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan. 
b. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan 
terhadap realitas usaha secara intens dan empiric. 
c. Penyusunan proposal, merupakan sebagai dasar acuan dan 
target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal 
dapat memungkinkan terjalinnya kerja sama dengan berbagai 
lembaga perekonomian. 
d. Permodalan, merupakan salah satu faktor penting dalam dunia 
usaha meskipun bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan 
permodalan yang stabil diperlukan kerja sama dengan pihak 
lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha 
lainnya. 
e. Jaringan bisnis, merupakan upaya konsistenitas, keberlanjutan 
usaha yang dilaksanakan. 
 
D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Usaha kecil dan menengah merupakan unit usaha produktif yang 
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di 
 
35 Supriyadi Istiqamah, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandar Lampung: 
Fakultas Dakwah, 2008), hal. 45 
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semua sektor ekonomi.36 Pada prinsipnya perbedaan antara usaha 
mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan 
pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-
rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Arti usaha kecil menengah 
tidak selalu sama tergantung dengan konsep yang digunakan pada 
setiap negara. Arti tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek 
penyerapan tenaga kerja dan aspek penggolongan perusahaan 
berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok 
perusahaan tersebut, contohnya usaha kecil di United Kingdom 
merupakan usaha dengan jumlah karyawan 1-200 orang, sedangkan di 
Jepang merupakan usaha dengan jumlah karyawan 1-300 dan di USA 
merupakan usaha dengan jumlah karyawan 1-500. 
Di Indonesia definisi UMKM diatur dalamUndang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), 
pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha 
produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang 
memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha 
kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi usaha 
kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha 
menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 
dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU 
 
36 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting, 
(Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11 
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tersebut. Mengacu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria 
usaha kecil dilihat dari keuangan dan modal yang dimilikinya yaitu:37  
a. Sektor industri kekayaan bersih maksimal Rp. 5 Miliar. 
b. Sektor non industri kekayaan bersih maksimal Rp. 600 Juta 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta 
memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 3 Miliar. 
Adanya usaha kecil menengah sangat penting sekali khusunya bagi 
negara-negara berkembang yang sering mengalami masalah 
kemiskinan, banyaknya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi 
pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata di kota dan di 
pedesaan. Usaha kecil menengah mampu mengatasi permasalahan-
permasalahan tersebut dan diharapkan lebih dapat memberikan 
kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara. 
Di negara ini UMKM juga merupakan bentuk dari kekuatan 
ekonomi karena bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. 
Yang tergolong dalam usaha mikro kecil yaitu unit usaha yang 
mempunyai aset bersih sebesar Rp 200.0000.000 tidak dihitung dengan 
tanah dan bangunan, sedangkan untuk usaha mikro menengah yang 
mempunyai aset total Rp. 200.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 
tidak dihitung tanah dan bangunan. 
Menurut Badan Pusat Statistik menyatakan Usaha Mikro Kecil 
Menengah dibagi atas kuantitas tenaga kerja, dimana usaha mikro kecil 
berjumlah 5 sampai 19 pekerja dan usaha menengah berjumlah 20 
sampai 99 pekerja.   
a. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM dibagi 
menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah asset dan omset 
usaha.  
1) Usaha Mikro total asset Rp. 50.000.000 dan total omset Rp. 
300.000.000 
 
37 Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah 
dan Koperasi, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13 
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2) Usaha Kecil total asset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai 
Rp 500.000.000 dan total omset lebih dari Rp 300.000.000 
sampai Rp. 2.500.000.000 
3) Usaha Menengah total asset lebih dari Rp. 500.000.000 
sampai Rp. 10.000.000.000 dan total omset lebih dari Rp. 
2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000 
Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Perkembangan 
dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: 
1) Livelihood Activities adalah jenis usaha dimana usaha 
tersebut merupakan harapan untuk bekerja satu-satunya 
mencari uang, contohnya seperti pedagang pinggiran jalan. 
2) Micro Enterprise adalah jenis usaha dimana seseorang 
mempunyai ketrampilan tetapi masih belum terasah. 
3) Small Synamic Enterprise adalah jenis usaha dimana 
seseorang mempunyai ketrampilan untuk menjadi seorang 
pengusaha yang sudah terasah.  
4) Fast Moving Enterprise adalah jenis usaha dimana 
seseorang mempunyai ketrampilan yang luar biasa dan akan 
menjadi pengusaha yang hebat. 
 
2. Permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
 Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi 
oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang muncul bisa berbeda 
antara satu daerah dan daerah yang lain, atau antar pedesaan dan 
perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan disektor 
yang sama. Masalah-masalah yang timbul antara lain: 
a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga 
keuangan. Keuangan iklusif perlu dimasukkan dalam program 
pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu 
disertai dengan pembibingan sistem manajemen. 
b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan 
manjerial para perlaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun 
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sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM 
hanya one man show, sehingga dibutuhkan tim solid yang 
mampu mewarisi UMKM dari pendirintya. 
c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online 
telah berkembang, akan tetapu media ini belum dimanfaatkan 
secara optimal oleh UMKM. 
d. Akses informasi dan teknologi yang masih rendah. 
e. Belum berjalinnya kemitraan yang baik dan saling 
menguntungkan antar pelaku UMKM. 
f. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya. 
g. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokasi yang 
kompleks khusunya dalam pengurusan izin usaha, dan 
ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi 
yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya.38  
 Berdasarkan data dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM 
dan Badan Pusat Statistik pada tahun 1997 ada sekitar 39,7 juta usaha 
mikro kecil (UMK) dengan nilai penjualan rata-rata pertahun kurang 
dari Rp. 1 Miliar per unit, atau sekitar 99,8% dari total unit usaha pada 
tahun itu. Pada tahun 1998 terjadinya krisis ekonomi yang parah dan 
mencapai titik terburuknya dengan berdampak negatif yang sangat 
besar terhadap hampir semua sektor ekonomi di Indonesia. Banyak 
perusahaan dari berbagai skala usaha mengalami kebangkrutan dan 
mengurangi volume kegiatan secara drastis. Menegkop dan UKM 
memperkirakan hampir 3 juta UKM tutup dan jumlah usaha menengah 
dan usaha besar yang tutup masing-masing sekitar 14,2% dan 12,7% 
dari jumlah unit masing-masing kelompok. Pada tahun 2000 
perekonomian mulai membaik dan para usaha sudah mulai pulih 
tercatat sekitar 39,7 juta UMK atau 99,85% dari jumlah perusahaan 
berbagai skala usaha di Indonesia. 
 Permasalahan usaha kecil dan menengah dari faktor eksternal 
merupakan iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, meskipun oleh 
 
38 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting, 
(Jakarta: LP3ES, 2012)  hlm. 51 
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Pemerintah dari tahun ke tahun semakin disempurnakan dengan 
diadakannya kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan 
usaha kecil menengah. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya 
persaingan secara tidak sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan 
pengusaha-pengusaha besar. Selain itu terbatasnya sarana dan prasarana 
serta informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu dan 
teknologi, yang akan berakibat menghambat, tidak cepat berkembang 
dan kurang mendukung akan usaha yang dijalankan. 
 Implikasi Otonomi Daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah 
mempunyai  otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. 
Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis 
kecil dan menengah beruapa pungutan-pengutan baru yang dikenakan 
pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera 
dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM).  
 
3. Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
 Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya 
bermanfaat di kota-kota besar saja, tetapi bermanfaat juga bagi 
pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa manfaat Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah: 
a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam 
memberikan pelayanan ekonomi seara luas kepada masyarakat, 
proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 
mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas 
nasional. 
b. Pada saat krisis moneter tahun 1998 Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) tetap bertahan dari goncangan krisis. 
c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat membantu 
pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru sehingga 
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menyerap tenaga kerja baru yang otomatis dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. 
 
4. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam 
Perekonomian 
 Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan penting 
terhadap perekonomian negara. Selain berperan dalam pertumbuhan 
ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah juga berperan dalam 
pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Usaha mikro kecil dan 
menengah diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional 
termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan 
bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. UMKM juga 
berperan penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang 
merupakan salah satu sumber pemasukan PDB. Usaha kecil juga 
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. 
Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan 
devisa negara melalui berbagai jenis usaha. 
 
E. Penelitian Terdahulu 
 Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian 
terdahulu yang relevan: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Langgeng R Putra, berjudul 
Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi yang 
dilakukan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah 
dalam mengolah kerajinan kulit. Hasil analisis SWOT kerajinan 
kulit ini mempunyai peluang yang besar dan diperkirakan bisa 
lebih mengembangkan sehingga menjadi perusahan yang besar. 
Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan 
melakukan observasi, wawancara kemudian menganalisis. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk 
Fauziyah, berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendiskripsikan 
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai 
upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kejapanan Kabupaten 
Pasuruan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses 
pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah hanya sebatas 
pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan 
pemerintah dalam pengembangan UMKM. Penelitian tersebut 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan 
observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Sedyastuti, berjudul 
Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing 
Dalam Kancah Pasar Global. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menambah nilai jual UMKM dan agar dapat bersaing dengan 
produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri 
manufaktur di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan 
pendekatan eksploratif deskriptif dengan menganalisis strategi 
pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar global. Penelitian 
dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber seperti buku dan 
jurnal ilmiah. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zuliyah, berjudul Strategi 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan 
Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana strategi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat 
desa dalam menunjang pembangunan daerah. Metode yang dipakai 
sesuai prinsip pendekatan yaitu PRA (Participatory Rural 
Appraisal) atau memahami Desa secara partisipasif yang 
melibatkan masyarakat Desa dalam tiap tahap kegiatan. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Dwi Anggraeni, berjudul 
Pengembagan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
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Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 
menyeluruh mengenai pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi 
internal pada kelompok usaha Emping Jagung Kota Malang. Jenis 
penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 
Tabel 2.1 





















































































































5 Feni Dwi 
Anggraeni 
Pengembanga



























 Sumber: Penelitian Terdahulu 
 
F. Kerangka Konseptual 
Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus 
penelitian maka disusun suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi yang digunakan untuk 
memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah 
yang ada di Trenggalek. 
Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, 
kemudian survey lapangan dilakukan dengan metode wawancara 
mendalam kemudian analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif 
sehingga menemukan permasalahan-permasalahan.  
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Merumuskan beberapa kebijakan yaitu pelatihan pemberdayaan dan 
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, mengenali kendala 
internal dan kendala eksternal, kemudian melakukan strategi pelatihan 
pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. 
Berikut kerangkanya: 















Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data 
sekunder seperti jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek dan 
kontribusi atau aksi nyata yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro 
dan Perdagangan dalam memberdayakan usaha binaannya, kemudian 
dilakukan survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan 
analisis kualitatif, sehingga diperoleh informasi upaya dalam 
memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada di Trenggalek, 
kemudian hasil penelitian di analisis dan di kaji lebih mendalam lagi. 
Melalui program ini diharapkan dapat mensejahterakan pelaku UMKM 
yang ada di Trenggalek. 
Strategi Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro dan Perdagangan 
1.Melatih pelaku UMKM agar 
lebih inovatif dan kreatif 
2.Meningkatkan usaha pada sektor 
produksi dan distribusi 
Pelaku Usaha Mikro Kecil 
Menengah 
Melakukan kreatifitas dan inovasi 
untuk mempertahankan kualitas 
produk 
Kesejahteraan pelaku 
Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) 
